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PERATUAAN BUPATI PEMAL ANG 
NOMOR 40 TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUT AN RE TRIBUSI 
PENGGANTIAN BIAVA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK 

DAN AKTA CATATAN SIPIL 

BUPATIPEMAL ANG, 

Menimbang 

Menging at 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 124 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Umum, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan 
hasil guna Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Umum, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingungan Propinsi Jawa Tengah 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Aepubllk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Aepublik lndonesla Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Aepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
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59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4674); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049 ) 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Noror 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nornor 6 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

13. Peraturan Pernerlntah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4736); 

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undang­ 
a n ;  

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Formullr dan Buku yang dlgunakan dalarn Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nornor 2 Tahun 2005 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten 
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 
Nomor 1 1 ) ;  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 
6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 
Nomor 11); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Men]adl Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 
Nomor 12), 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 3). 

Menetapkan 

ME MUTUSKAN: 

PERATUAAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU 
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang 
3. Bupatl adalah Bupati Pemalang. 
4. Instansi Pelaksana adalah Olnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pemalang. 
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang. 
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pemalang. 
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi 

Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

8. Dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis, kupon. 
9. Petugas Pungut adalah pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang retribusi daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

1 1 .  Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa atas jasa yang disediakan atau yang 
dlberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 
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13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasu pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjunya disingkat SPTRD adalah surat 
yang dlgunakan oleh Wajib Aetribusi untuk melaporl<an perhitungan dan pembayaran 
retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
eputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau 
denda. 

17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKDLB yang diajukan oleh 
wajib retribus 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi 
yang telah ditetapkan. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yag terutang atau 
tidak seharusnya terutang. 

20. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. 

2 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran 
Peraturan Daerah. 

BAB II 

TATA CARA PEMUNGUTAN ETRIBUSI 

Pasal 2 

(1) Pemungutan Retribusi Penggantian Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil dengan menggunakan Karcis yang dipersamakan. 

(2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang 
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prseratus) 
setiap bulan dani retribusi yang terutang 

(3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dahului dengan 
surat teguran. 

(4) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. bagi setiap pengguna jasa pelayanan administrasi kependudukan dipungut 

retribusi; 
b. pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; 
c. pemungutan retribusi dilaksanakan pada saat jasa pelayanan diberikan; 
d. pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan karcis 
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BAB Ill 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 3 

(1)Bagi setiap orang pengguna jasa pelayanan administrasai kependudukan 
diwajibkan membayar retribusi yang hars dilunasi sekaligus. 

(2) Tata cara pembayaran dan penyetoran dilaksanakan dengan ketentuan sebagal 
berikut: 

a. Tata Cara Pembayaran 

1 .  bagi setiap pengguna jasa pelayanan administrasi kependudukan 
diwajibkan membayar retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; 

2. pembayaran retribusi dilaksanakan pada saat jasa pelayanan diberikan; 
3. retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil dipungut dengan menggunakan karcis yang dipersamakan 
dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKD); 

4. pembayaran retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan 
akta catatan sipil dilakukan di tempat pelayanan administrasi 
kependudukan dan/atau tempat perekaman data kependudukan (TPDK). 

b. Tata Cara Penyetoran 

1 .  hasil pemungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil pada tempat pelayanan disetorkan ke Kas Daerah 
Kabupaten Pemalang dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam melaluf 
Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Pemalang; 

2. penyetoran hasil pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Slpll yang dilaksanakan di Tempat Perekaman 
Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan diatur dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. untuk Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan 

Moga, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Pu1osari, Kecamatan Belik, 
Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Ulujami, 
Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Comal disetorkan ke Bendahara 
Penerima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipit Kabupaten 
Pemalang paling lambat tujuh hari kerja. 

b. sedang untuk Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan dan 
Kecamatan Taman, disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten paling lambat 2 x 24 
Jam. 

BAB IV 

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 4 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 
(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan bagi 

pemohon yang kurang mampu dengan persyaratan : 
a. surat keterangan tidak mampu dari desa/kel; 
b. fotocopy kartu identitas pemohon. 

(3) Subyek retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk 
perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran. 
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BAB V 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RET IBUSI 

Pasal 5 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kadaluarsa. 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa dilakukan 
dengan ketetentuan sebagai berikut: 
a. penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui batas waktu 3 

(tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi; 
b. kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh jika: 

1. diterbitkan Surat Teguran; atau 
2. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun 

tidak lang sung. 
c. piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penaglhan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan; 
d. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah 

kadaluarsa. 

BAB VI 

TATA CARA PEMEIKSAAN ET RIBUSI 

Pasal 6 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengujj kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan 
Perundang-Undangan Retribusi Daerah. 

(2) Tata cara pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. memeriksa tanda pelunasan retribusi dan kelengkapan lain sebagai bukti 

pelunasan; 
b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya; 
c. meminjam dan mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya; 
d. meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib retribusi. 

BABVII 

JENIS DAN BENTUK KARCIS RETRIBUSI 

Pasal 7 

Jenis dan bentuk Tanda Bukti Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dipersamakan dengan Surat Keterangan 
Retribusi Daerah berupa karcis, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 
59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 59 ), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang 

Ditetapkan di Pe malang 
pada tanggal 30 Agustus 2012 

BUPATI PEMALANG, 

Cap 
ltd 

JUNA EDI 

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 30 Agustus 2012 

SEKAETAAIS DAEAAH 

KABUPATEN PEMALANG 

Cap 
ltd 

BUDHI AAHAADJO 

BEAITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 40 
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LAMPIRANL: PERATURAN BUPATT PEMALANG 

NOMO :40 TAHUN 2012 

TANGGAL :30 Agustus 2012 

T AND A PEMBAYAR AN RETRIBUSI PERISTIWA KEPENOUOUKAN 

+ever sur»rev rewuwe gz a«csmwersveauue 
DINAS KEPENOUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL?: DINAS KE PENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SIPIL 

SER 

TANDA PEMBA YAAN RE TR1BUSI 

KARTU TANDA PENDUDUK 

WARGA NEGARA INDONESIA 

20.25.000. .da.pl es cs cab, 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 ] 

SERE 

TAANDA PEMBA YARAN RE TRIBUSI 
KARTU TANDA PENDUDUK 

WARGA NEGARA INDONESIA 

30.25.00. .a.phhlca rt n.cab 

PEDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  
.. ···································································································-·········································································································· 

-lij .. ·-·····-·· ··--- �-----······ • PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG ; A PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG 
_ 'D I N AS  KEPENODUDUKAN DAN PE/ICATATAN SIPIL l � 01N.AS KEP€NOUOOKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

SERE NO: NO: 

TANA PEMBAYARAN RE TRI BUSI 
KARTU TANDA PENDUDUK 

WARGA NEGARA ASING 

n. 150.000.±seats ea.pthrtu roan 

TANDA PEMBA YARAN RE TRI8US 
KARTU TANDA PENDUDUK 

WARGA NEGARA ASING 

EL.150.0002eras A.ht n.gab 

]PEDA NOMOR 3 TAHUN 2012 ] JPEDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SIPIL 

SERI NO: 

TANDA PEMBA YARAN RE TRIBUSl 

KARTU KELUARGA 

SERI 

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSl 
KARTU KELUARGA 

WARGA NEGARA INDONESIA 

7500, [thntulnarats tupeh 

JPEDA NOMOR 3 TAHUN 2012 [] 

WARGA NEGARA INDONESIA 

R 7500 [Huh ntularats rupiah 

] PERDA NOMO 3 TAHUN 2012 ] 
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TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSl 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN P ENCA TAT AN SIPI 
SERI NO: 

TANDA PEMBA YARAN RE TRI8LSI 
SERI 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG ; DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ? 
--------------! 

t 

t 

t 

' KARTU KELUARGA KARTU KELUARGA 

WARGA NEGAR ASING ; WARGA NEGARA ASING 

0. 50.000, /Ima push ntu pet) .50.000, L ma cu±h rtbu noaby 

] PE8DA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  [PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  
··············································································································································----------- 

SERE 

TANDA PEMBA YARAN RE TI8LSI 
SURAT KETERANGAN PINDAH 

WARGA NEGARA INDONESIA 

115.000 Li bas cs n.ciah 

SERI 

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUS 
SURAT KETERANGAN PINDAH 

WARGA NEGARA INDONESIA 

R2 1500 ea.pelas.rp neat 

] PERDA NOMO 3 TAHUN 20 1 2 ]  JPEDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·------------� 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENA TAT AN SIPIL 
.. ijj . • PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG � OINAS KEPE�UDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

SERI 

TANDA PEMBA YARAN RE TRIBUSI 

SURAT KETERANGAN PINDAH 

WARGA NEGARA ASING 

8p50.000, (na pulh ntu tupabl) 

SER NO 

TAANDA PEMBAYARAN RE TRI8US 

SURAT KETERANGAN PINDAH 

WARGA NEGARA ASING 

8150 000,(la pMuh ntu rupiah 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  JP E DA  NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENA TAT AN SIPIL � il 
. PEMERINTAH KABUJPATEN PEMALANG • DINA$ KEPE�UOUKAN O\N PENCATATANSIP1L 

SERE 

TANDA PEMBA YARAN RE TRIBUSI 

SURAT KETEANGAN DATANG 

WARGA NEGARA INDONESIA 

020.000 ..a pk.h ob rush 

SERI NO: 

TAANDA PEMBAYARAN RE TRIBUS 

SURAT KE TERANGAN DATANG 

WARGA NEGARA NDONE SIA 

522.02. .a pAh rt no.ah 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  JPERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  



http://0ih.pemalangkab .go,i/ 

/ail'] PEMERINTAH KABUP ATEN PEMALANG 
'@} DIN«s KEPeoUuw DAN PENCATATAN sin 

SER: 

TANDA PEMBA YARAN RE TRIBUS 

SURAT KETERANGAN DATANG 

WARGA NEGARA ASING 

100.000/sertus ±bu cit)) 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 ] 

UKURAN : 
1. Panjang : 1 o cm 

2. Lebar : 5.5 cm 

3. Warna : Putih WNI 

Bir WNA 

J al, I_ P EME RI NT AH  KABUPATEN PEALANG 
@@ ) OIAs KEENoUpUuw Aw PE«CATA 1w siu 

SERI NO: 

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSI 

SURAT KETERANGAN DATANG 

WARGA NEGARA ASING 

R0100.000, seratus rbu rupieb 

JPERDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 

BUPATI PEMAL ANG, 

Cap 
ttd 

JUNAEDI 
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LAMPIRAN II :  PEAATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR :40 TAHUN 2012 

TANGGAL : 30  Agustus 2012 

TANDA PEMBA YARAN RETRIBUSI PERISTIWA PENTING 

LA.I ravsiwwsnrawrau% + acesswow osurersvrsue 
@s4} DINAs KEPENODUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KE PENDUDUKAN DAN P ENCA TAT AN SIPIL 

-- 

SERE 

TANDA PEMBA YARAN RE TRI/BUSI 
AKTA PENGAKUAN ANAK 

WARGA NEGARA INDONESIA 

B2125.000 •sell d.a sh.tiler rd .ciab 

[PEDA NOMOn_3_TAHUN 2o 1 2_ ]  

NO  

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSl 
AKTA PENGAKUAN ANAK 

WARGA NEGARA INDONESIA 

80.125.000. sens a u Lr±.pal 

JPERDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 
___ ,, _ 

_ [ii - lijl- 
A] PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 1g] PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
et} DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN sin ; '@et} DINA KePENDUDUN DAN PENCA TAT AN SIPIL 

e 

SERE NO: NO: 

TANA PEMBAYARAN RE TRI BUSI 

AKTA PENGAKUAN ANAK 

WARGA NEGARA ASING 

32 150.000 sec. la bu. Lt ±ah 

TANDA PEMBA YARAN RE TR1BUSI 

AKTA PENGAKUAN ANAK 

WARGA NEGARA ASING 

R 150.000. [seals/ma p.Ah ±bu nob 

]PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2_ ]  PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 

SERE: NO: NO: 

TANDA PEMBAYARAN E TRIEUSl 

AKTA PERKAWINAN 

WARGA NEGARA INDONESIA 

0.125000.sec2l. .a 2Ah a bu .oh] 

TANDA PENBA YARAN RE TRIBUSI 

AK TA PERKAWINAN 

WARGA NEGARA INDONESIA 

B2 125.000 Lsetats a p. lat npah 
]PEDA NOMOR 3 TAHUN 2012 ] JPEDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 
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NO. 

AKTA PERKAWINAN 

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSl 

WARGA NEGARA ASING 

Bo 300.000.L a rats mt npah 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SIPIL 
SERI 

AKTA PERKAWINAN 

WARGA NEGARA ASING 

TANDA PEMBA YARAN RE TRI8US 

300 .0OD, Lg talus rt rupiah) 

SERI 

a. roods»sacra ; 
'� DINAS KEPENJUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , 

t 

t 

' 

' 
' 
' 
' 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  [PEDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 
·········································································································�····················································································----········-··· 

-[iil- ----- 
I PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

a / DwAs KEPEouDuw DAN PENCATATAN SIPIL 

SERE 

TANDA PEMBA YARAN RE TRI/BUSI 

KUTIP AN AKTA PERK AWINAN II DAN SETERUSNYA 

WARGA NEGARA INDONESIA 

o8.000, ( a plch lmna rtu rupiah) 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENA TAT AN SIPIL 
SERI 

TANA PEMBAYARAN RE TRI8USE 

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN II DAN SETERUSNYA 

WARGA NEGARA INDONESIA 

8025.000, L d.s p4uh lira bu tuplaty 

] PEDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  JPERDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 

_lij _ 
-. P EM ER I NT A H  KABUPATEN PEMALANG 

dd] pyNAs KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
w. 

SERI 

TANDA PENBA YAAN RE TR1BUSI 

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN II DAN SETRERUSNYA 

WARGA NEGARA ASING 

50.000, Ima piloh rtu rupiah)) 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT AN SIPIL 

NO: 

TAANDA PEMBA YARA N RE TRIBUSI 

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN I DAN SETERUSNYA 

WARGA NEGARA ASING 

B160.000. ( mna puduh ntu rupiah 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  JPERDA NOMO 3 TAHUN 2012] 

,-.---------- PEMERINTAH KABUP ATEN PEMALANG 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SIPIL 

WARGA NEGARA INDONESIA 

p 150.000, (seratus la putuh ntbu rupah 

SER NO: 

TANDA PEMBA YARAN RE TRIBUSI 

AKTA PERCERAIAN 

TANA PEMBAYARAN RE TRI BUSI 
AKTA PERCERAJAN 

WARGA NEGARA INDONESIA 

Bp 150.000.[serats ira pluh rtbu rupiah] 

]PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 ] JPEDA NOMOR 3 TAHUN 2012 [] 
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NO. 

AKTA PERCERAIAN 

WARGA NEGARA ASING 

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSl 

Bo300.000, [boa atus mt rpaby 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SIPIL 
SERI 

AKTA PERCERAIAN 

TANDA PEMBA YARAN RE TRI8US 

WARGA NEGARA ASING 

0300.000, ( ±on talus rbu rupiah)) 

SERI 

a. roods»sacra ; '� DINAS KEPENJUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
t 

t 

' 

' 
' 
' 
' 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  [PEDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 
·········································································································�····················································································----········-··· 

�\ f'EMER1NTA.H KABUPATEN PEMALA.NG 
[s"/_DINAS KE.PENDuDuKw DAN PENCATA TAN SIPIL 

TAANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSl 

KUTIPAN AKTA PERCERAIAN II DAN SETERUSNYA 

WARGA NEGARA INDONESIA 

8p25.000.Id.a puh Lr bu rupiah 

(AJI PEMEFllNTAHKAaJPATEN PEMAI.ANG 
g"} DINAS KEPENOUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL 

SERI 

TANDA PEMBA YARAN RE TRIBUS 

KUTIPAN AKTA PERCERAJAN II DAN SETERUSNYA 

WARGA NEGARA INDONESIA 

0 25.000,/ ua Al.h lira itu rupiah) 

SERI NO 

PEDA NOMOR 3 TAHUN 2012] ]  PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 ] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·------------� 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENA TAT AN SIPIL 

TAANDA PEMBAYARAN RE TRIBUS 

KUTIPAN AKTA PERCERAIAN II DAN SETERUSNYA 

WARGA NEGARA ASING 

350.0028.Li.a.ch.h nu no.ah! 

•······ # PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG � OINAS KEPEf'OUDUKAN DAN PENCATATAN SlPIL 
SERI 

TANDA PEMBA YARAN RE TRIBLSI 
KUTIPAN AKTA PERCERAIAN II DAN SETERUSNYA 

WARGA NEGARA ASING 

£50.00g, A a.lh .rou nit 

SE NO 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  JP E DA  NOMOR 3 TAHUN 2012] 

............................ 

PEMERINTA H KABUJP ATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
.. 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KE PENDUDUKAN DAN PENGA TAT AN SIPIL 
SERE 

TANDA PEMBA YARAN RE TRIBUSI 
AKTA PENGANGKATAN ANAK 

WARGA NEGARA INDONESIA 

p 125.000, serats dua puduh lg rbu rpiat)) 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  

SERI 

TAANDA PEMBAYARAN RE TRIBUS 

AKTA PENGANGKATAN ANAK 

WARGA NEGARA INDONESIA 

RA125.00,iserats da pluh rtu rupiah] 

JPERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 ] 
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WARGA NEGARA ASING 

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSI 

3020202.0028.L.a mas bu cs± 

AKTA PENGANGKATAN ANAK 

WARGA NEGARA ASING 

TANDA PEMBA YARAN RE TRI/BUSI 

0200.000. La ts rt L.cash 

AKTA PENGANGKATAN ANAK 

«d.:recs..jd ..razzes. 

SERE NO: + SERI NO: 

' 
' 
' 
' t 

' 
' 
' 

] PEDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  [PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 
......................................................................................... · ........................................................................................................• 

-li--j-------- , PEMERINTAHKABUPATEN PEMALANG • DINAS KEPE�UDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
SER 

TANDA PEMBA YARAN RE TRI/BUS 

AKTA PENGESAHAN ANAK 

WARGA NEGARA INDONESIA 

o100.000.Lserad us nit rupiah 

t[,k' PeMERNA» suPATEN PeAu«G 
? Its} pigs KPeyoupuw pw.PECA Traw sin 

: ·- 

SERE 

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSl 

AKTA PENGESAHAN ANAK 

WARGA NEGARA INDONESIA 

0. 100.000. /seralus rt nuiah) 

PEDA NOMOR 3 TAHUN 2012 PEDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 

------�----- 
r s. PEMERINTAHKABUPATEN PEMALANG • OINAS KEPHOUOUKAN DAN PENCATATAN SlPIL 

SERE 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SIPIL 

TANDA PENBA YAAN RE TR1BUSI 

AKTA PENGESAHAN ANAK 

WARGA NEGARA ASING 

32100.000. ±rats bu n.pit 

TAANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSI 
AKTA PENGESAHAN ANAK 

WARGA NEGARA ASING 

±2100.00..Lseth.s rb nab 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 ] PEDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 

l~A') PeveNTAH euP ATEN Peuws 
g5,] DINAS KEPENOUDUKAN DAN PENCATA TAN SIPIL 

SERI 

TANDA PENBA YARAN RE TRIBUSI 

AKTA GANTT NAMA 

WARGA NEGARA INDONESIA 

1200.000 Lamas rbu nnghL, 

#»l , 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SIPIL 

TANDA PEMBAYARAN E TRIEUSl 
AKTA GANTT NAMA 

WARGA NEGARA INDONESIA 

BL22.00A.L..a as rt no.ah 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  JPERDA NOMO 3 TAHUN 2012] 
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AKTA GANTT NAMA 

WARGA NEGARA ASING 

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSl 

Bo300.000, [boa atus mt rpaby 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCA TAT AN SIPIL 

SERI NO: 

WARGA NEGARA ASING 

TANDA PEMBA YARAN RE TRI8US 
AKTA GANTT NAMA 

.300 .0OD, Lg talus rt rupiah) 

SERI 

a. roods»sacra ; 
'� DINAS KEPENJUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

t 

t 

' 

' 
' 
' 
' 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  [PEDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 
·········································································································�····················································································----········-··· 

PEMERIN TAH KABUP ATEN PEMALANG 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4A, PEMERINTAH KABUPATEN PEMAUANG 

e} DINAs KEPENDUDUKAN DAN P ENCA TAT AN SIPIL 

SERI NO: 

TANDA PEMBA YARAN RE TI8LSI 
AKTA KEM ATIAN 

WARGA NEGARA INDONESIA 

05.000 L% ht. A.ab 

SERI 

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSI 
AKTA KEMA TIAN 

WARGA NEGARA INDONESIA 

82.5002.ma rt np ab, 

] PERDA NOMOR 3 TAHUN 20 1 2 ]  PEDA NOMOR 3 TAHUN 2012] 
.................................................................. ' 

PEMERINTAH KA BUP ATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN P ENCA TAT AN SIPIL 

SERI NO: 

TANDA PEMBA YARAN RE TRIBUSl 
AKTA KEM ATIAN 

WARGA NEGARA ASING 

P050.000, ima ploh ntu rup ah 

SERI NO 

TANDA PEMBAYARAN RE TRIBUSl 
AKTA KEMA TIAN 

WARGA NEGARA ASING 

8150 000, ( ma puAuh ntu rupeah 

] PERDA NOMO 3 TAHUN 2012 ] JPERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 [] 

UKURAN: 

1. Panjang : 

2 . L e ba r  

3. Warna 

10 cm 

5,5cm 

Putih WNI 

Biru WNA 
BUPATI PEMALANG. 

Cap 
ttd 

JUNAEOI 


